
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diu bah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
ten tang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tam bah an
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal22 Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk­
Setjen/2015 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan
Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan,
Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 106 Tahun 2021
tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin perlu
dilakukan penyesuaian:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin
Nomor 106 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Unit
Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota
Banjarmasin;
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6858);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6858);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penerapan Peraturan Pemerintah pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6858);

Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);



16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor

15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
294);

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan
Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional
Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.56/MENLHK-SETJEN/2015 Tahun 2015 tentang
Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 598);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6634);



(1) Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan
secara Laboratoris di bidang pelayanan kesehatan (pemeriksaan sam pel
klinik penunjang diagnostik), pemeriksaan sampellingkungan, pengambilan
sampel, dan pemeriksaan yang ada hubungannya dengan pelayanan
kesehatan lainnya.

Pasa15

Ketentuan dalam Pasal5 Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 106 Tahun
2021 tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021
Nomor 106) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

PERATURAN WALl KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURANWALlKOTABANJARMASINNOMOR 106 TAHUN
2021 TENTANGURAIANTUGAS UNIT PELAKSANATEKNIS
DAERAH DI LlNGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

20. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 106 Tahun 2021
tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 106);

19. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 105 Tahun 2021
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Daerah di Linglrungan Pemerintah Kota
Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2021 Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 142 Tahun 2022
ten tang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin
Nomor 105 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 142);

18. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2021 Nomor 103);

17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor
63);



IKHSA DIMAN
BERITADAERAHKOTABANJARMASINTAHUN2023 NOMOR 87

RAHKOTABANJARMASIN,SEKRETARI

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 18 J uli 2023

IBNU SINA

WALlKOTABANJARMASIN,

Ditetapkan di Banjarmasin
pad a tanggal 18 Juli 2C23

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam 8erita Daerah Kota Banjarmasin.

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PasallI

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan perneriksaan laboratoris pelayanan

kesehatan dan pengelolaan sarana insinerator;
b. melaksanakan pelayanan pengujian kualitas air, makanan dan

minuman;
c. melaksanakan pelayanan pengujian kualitas udara;
d. melaksanakan pelayanan pengujian fisika lingkungan;
e. melaksanakan pelayanan pemeriksaan patologi klinik hematologi, kimia

klinik, toksikologi, imunologij serologi dan mikrobiologi klinik;
f. melaksanakan pelayanan pcngambilan sampel klinik dan sampel

lingkungan;
g. melaksanakan sistem rujukan laboratorium;
h. melaksanakan pengelolaan sarana insinerator untuk pengelolaan limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) medis dan non medis;
1. melaksanakan pengoperasian sarana insinerator untuk pengelolaan

limbah Bahan 8erbahaya dan Beracun (B3) medis dan non medis;
J. melaksanakan pemungutan retribusi laboratorium kesehatan;
k. melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan pengelolaan limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) medis dan non medis secara termal
menggunakan peralatan insinerator;

I. melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan abu
hasil pembakaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)medis dan
non medis;

m. melakukan monitoring dan evaluasi operasional insinerator limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (83) medis dan non medis;

n. mengelola urusan ketatausahaan; dan
o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.


